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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  61 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  

NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang : a. bahwa  untuk memberikan kepastian pedoman 

pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah 

desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 94); 

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2021 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN 

2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 42) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, 

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

menjadi dasar Kepala DPMD untuk mengajukan usulan pencairan 

Bantuan Keuangan Desa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah. 

(2) Usulan pencairan Bantuan Keuangan  Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan: 

a. surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala 

DPMD; 

b. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Desa yang diusulkan 

pencairannya memuat Nama Desa, Wilayah Kecamatan, 

Wilayah Kabupaten, Nama Pemilik Rekening Bank, Nama 

Bank, Nomor Rekening dan Nilai yang disalurkan; dan 

c. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan 

Keuangan Desa. 
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(3) Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

menyalurkan dana kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas 

Umum Daerah Provinsi Banten ke rekening kas Desa yang dituju 

sesuai dengan surat pengantar pencairan Kepala DPMD. 

(4) Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 29 November 2021 
 

GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd. 

 

WAHIDIN HALIM        

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 29 November 2021 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

 

ttd. 

 

           MUHTAROM 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 61 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. Kepala Biro Hukum, 

 

 

 

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si. 
Pembina Utama Madya 

      NIP. 19671228 199312 1 001 


